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ABSTRACT 
 
Garbage is waste resulting from human activities in the form of solids consisting of household 
waste and similar waste dumped household waste, because it is not useful or no longer 
needed. In the present condition of this planning and waste management issues that are in the 
District Bae. Constraints are usually found in urban waste management of which is the lack of 
institutional management, lack of resources, lack of regulations and standards, and the 
implementation of a system that is not right. Bae sub district currently uses a conventional 
system, where the system does not consider the separation and processing of waste, while 
some people are not served waste management in the District of throwing garbage in any place. 
Currently Bae has 2 point 2 containers containing TPS. TPS is in good condition, which is still a 
lot of rubbish strewn street dipnggir and outside the polling stations. The level of waste services 
in the District Bae is still low at 27%. For 2034 it is planned in the District garbage service target 
Bae has reached 65%. Ultimately planning to provide recommendations for the establishment of 
a regulator UPTD waste management (institutional sub-systems), define some specifications on 
operational (sub-system regulatory), determines the levy rates (sub financing system), the 
system determines the operational waste (sub system regulations techniques), and rise 
community's role in waste management (sub-system of public participation), while the 
Department of Human Settlements and Spatial Planning as an operator to be able to achieve 
the waste management systems in Sub Bae effective. 
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PENDAHULUAN 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pengelolaan Sampah, sampah adalah 
buangan yang dihailkan dari aktivitas 
manuia yang berupa padatan yang terdiri 
atas sampah rumah tangga maupun 
sampah sejenis sampah rumah tangga yang 
dibuang, karena sudah tidak berguna atau 
tidak dibutuhkan lagi.  Hingga saat ini, 
peningkatan volume sampah belum diikuti 
dengan peningkatan pengelolaan, baik 
teknis maupun non-teknis. Sementara belum 
ada pengolahan yang baik, sampah masih 
dikelola dan diperlakukan sebagai bahan 
buangan. Semakin sulit dan mahalnya untuk 
mendapatkan lokas TPA (Tempat 
Pemrosesan Akhir) juga letaknya yang 
semakin jauh telah memperpanjang 
transportasi dan meningkatkan biaya 
pengangkutannya. 
Penanganan sampah suatu kota 
memerlukan manajemen persampahan 
perkotaan yang baik, dimana melibatkan 
lima subsistem. Berdasarkan Dirjen Cipta 
Karya, 2011, lima subsistem tersebut terdiri 
dari : subsistem pembiayaan, subsistem 
kelembagaan, subsistem teknik operasional, 
subsistem hukum dan peraturan, serta 
subsistem peran serta masyarakat. 
Subsistem tersebut saling terkait 
membentuk satu-kesatuan sistem, sehingga 
upaya meningkatkan pengelolaan sampah 
harus meliputi peningkatan diseluruh 
subsistem.  Saat ini pengelolaan 
persampahan Kabupaten Kudus sendiri 
berada dibawah pengawasan Dinas Cipta 
Karya dan Tata Ruang. Peran Dinas Cipta 
Karya dan Tata Ruang di sini adalah 
sebagai pemantau pelaksanaan 
pengelolaan kebersihan. 
Pertumbuhan jumlah penduduk dan aktifitas 
menjadi faktor utama meningkatnya 
produksi sampah per harinya. Wilayah 
Kecamatan Bae merupakan bagian dari 
daerah pelayanan sampah di Kabupaten 
Kudus. Kecamatan Bae memiliki jumlah 
penduduk sebesar ± 67.674 jiwa yang terdiri 
dari 10 desa yang hanya beberapa desa 
terlayani. Berdasarkan perhitungan, tingkat 
pelayanan persampahan di Kecamatan Bae 
masih tergoong kecil, yaitu 27%. Ini berarti 
lebih dari 80% sampah belum terkelola dan 
kemungkinan dibuang ke lingkungan. 
Saat ini terdapat 2 titik TPS di 10 desa di 
Kecamatan Bae yang berada di Desa 
Panjang dan Desa Dersalam, kondisi dan 
tingkat pelayanan  masing-masing TPS 
tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih 
ada sampah yang tercecer keluar dari TPS 
sehingga dapat mengganggu lingkungan 
sekitar. Berdasarkan masalah tersebut perlu 
dilakukan penyusunan  rencana 
pengembangan pengelolaan sampah yang 
mencakup sub sistem pengelolaan 
persampahan yang terdiri dari sub sistem 
kelembagan,sub sistem peraturan, sub 
sistem teknis operasional, sub sistem peran 
masyarakat, dan sub sistem pembiayaan di 
Kecamatan Bae. 
METODE 
a. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan ini terdiri dari 
perizinan/administrasi dan studi literatur. 
b. Tahap Pengumpulan Data 
Data-data yang dikumpulkan terdiri dari data 
primer dan data sekunder. Data primer yang 
dimkasud adalah berupa data sampling dan 
data kuesioner, sedangkan data sekunder 
yang dimaksud terdiri dari data monografi, 
demografi, peta digital wilayah, rencana tata 
ruang wilayah, dan data pengelolaan 
sampah eksisting. 
Pengambilan sampel didasarkan pada 3 
golongan pendapatan, yaitu golongan 
bawah, golongan menengah, dan golongan 
atas yang dilihat dari kondisi fisik rumah 
penduduk (permanen, semi permanen, dan 
non permanen).  Berikut adalah jumlah 
sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
sesuai dengan SNI 3964-1994: 
S = Cd (Ps)0,5 
 = 0,5 (67.674)
0,5
 = 130 jiwa 
Jumlah contoh KK : 
K = S / N  
 = 130 / 4 = 33 KK 
Jumlah contoh untuk tiap-tiap perumahan : 
 Rumah perekonomian tinggi   
= 38,84 % x 33 = 11 contoh 
 Rumah perekonomian menengah   
= 37,10 % x 33 = 12 contoh 
 Rumah perekonomian rendah  
= 23,08 % x 33 = 8 contoh 
c. Tahap Analisis Data 
Tahap analisis data yang dilakukan adalah 
meliputi analisis kondisi wilayah studi, 
analisis kuesioner, perhitungan proyeksi 
pertumbuhan penduduk, perhitungan pola 
konsumsi masyarakat, dan perhitungan 
volume serta proyeksi timbulan sampah. 
d. Tahap Perencanaan 
Tahap perencanaan disini meliputi 
penentuan sistem pengelolaan sampah 
yang terdiri dari kelima sub sistem, 
perhitungan kebutuhan sarana dan 
prasarana pengelolaan sampah, serta 
perhitungan kebutuhan biaya. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
a. Besar Timbulan Sampah dan Tingkat 
Layanan 
Dari perhitungan hasil sampling didapatkan 
besar timbulan domestik adalah 2,17 
liter/orang/hari dengan berat 0,51 
kg/orang/hari. Selain itu, dari sampling non 
domestik, juga dihitung nilai timbulan 
perkapita untuk masing-masing fasilitas. 
Setelah semua timbulan per kapita tersebut 
dijumlahkan dan dirata-rata, didapatkan 
timbulan perkapita sampah non domestik. 
Timbulan per kapita sampah non domestik 
Kecamatan Bae adalah 0,6 liter/orang/hari 
atau 0,2 kg/orang/hari. Hasil timbulan per 
kapita dari sampah domestik dan non 
domestik ini kemudian dijumlahkan untuk 
mendapatkan timbulan sampah per kapita 
untuk Kecamatan Bae. Besar timbulan 
sampah per kapita Kecamatan Bae adalah 
2,59 liter/orang/hari atau 0,51 kg/orang/hari. 
Dari perhitungan berdasarkan jumlah 
penduduk terlayani dan timbulan per kapita 
didapatkan tingkat pelayanan Kecamatan 
Bae sebesar 27%. Dalam perencanaan ini, 
komposisi sampah memegang peran yang 
penting, karena komposisi sampah dapat 
menetukan kemungkinan recovery atau 
pengolahan dari masing-masing komponen 
sampah. Dikarenakan perencanaan ini 
tergantung pada kapasitas perlatan, maka 
kuantitas sampah yang digunakan dalam 
bentuk volume. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan konversi komposisi sampah dari 
satuan berat ke volume dengan 
menggunakan berat jenis masing-masing 
komponen. Berat jenis masing-masing 
komponen sampah didapatkan dari 
Tchobanoglous, 1993. Berikut ini adalah 
komposisi sampah di Kecamatan Bae. 
 
 
Gambar  1. Persentase Komposisi Sampah 
(a) Dalam Satuan Berat, (b) Dalam Satuan 
Volume 
b. Sistem Pengelolaan Sampah  
Sistem pengelolaan sampah disini meliputi 
kelima sub sistem pengelolaan sampah, 
yaitu sub sistem teknik operasional, sub 
sistem kelembagaan, sub sistem 
pembiayaan, sub sistem peraturan/hukum, 
dan sub sistem peran serta masyarakat. Sub 
sistem yang pertama adalah teknik 
operasional. Sub sistem ini meliputi 
pewadahan, pengumpulan, penyapuan 
jalan, pemindahan, dan pengangkutan. 
Sebagian besar sarana pewadahan 
permukiman di Kecamatan Bae terbuat dari 
anyaman plastik (Keranjang), seperti drum 
plastik bekas. Sebagian kecil masyarakat 
masih ada menggunakan bak permanen 
sebagai sarana pewadahan sampah. Bak 
permanen seharusnya sudah tidak 
digunakan karena wadah dengan bak 
permanen menyulitkan operasional 
pengumpulan, dimana petugas harus 
mengumpulkan sampahnya terlebih dahulu 
untuk diangkut ke becak dan motor sampah. 
Untuk pewadahan di fasilitas umum 
biasanya menggunakan tong plastik. Saat ini 
penduduk Bae, tidak melakukan pemilahan 
sampah, dimana semua sampah tercampur 
menjadi satu.  
Untuk pengumpulan, alat pengumpulan 
yang saat ini digunakan di Kecamatan Bae 
adalah gerobak dan becak dan motor 
sampah. Dengan kondisi fisik wilayah yang 
cenderung datar dan naik turun, 
penggunaan kedua alat pengumpul ini 
dipandang lebih efektif karena mampu 
menjangkau gang-gang kecil perumahan 
dan tempat yang daerahnya naik turun. 
Rata-rata ritasi yang dilakukan masing-
masing becak dan motor sampah ini adalah 
antara 1-2 ritasi/hari dengan frekuensi 
pengumpulan 1-7 hari sekali. Setelah 
sampah permukiman terkumpul lalu 
diangkut menuju ke TPS. 
Penyapuan jalan di Kecamatan Bae saat ini 
belum ada, tetapi dalam perencanaan 
penyapuan jalan direncanakan penhyapuan 
jalan yang berada di Jl. Jenderal sudirman. 
Frekuensi penyapuan jalan rata-rata 
sebanyak 2 kali sehari yang terdiri dari 2 
shift, yaitu shift pagi dan shift sore. 
a 
b 
Kegiatan pemindahan sampah dilakukan 
sebelum sampah dibuang ke Tempat 
Pemrosesan Akhir (TPA). Kegiatan 
pemindahan sampah di Kecamatan Bae 
dilakukan di 4 titik komunal yang terdiri dari 
2 titik TPS dengan landasan dan 2 titik 
kontainer. Jumlah kontainer yang melayani 
Kecamatan Bae adalah total 5 unit. Semua 
kontainer di Kecamatan Bae memiliki 
kapasitas 6 m
3
.  
Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA 
dilakukan dengan menggunakan armroll 
truck, sedangkan untuk sampah hasil 
penyapuan jalan diangkut dengan 
menggunakan motor sampah lalu diangkut 
menuju TPS yang terdekat. Rata-rata ritasi 
armroll truck adalah 2 ritasi/hari. Sedangkan 
ritasi dump truck maksimal adalah 2 kali 
sehari. Catatan waktu perjalanan menuju 
TPS pada masing-masing pemukiman 
membutuhkan waktu bervariasi sekitar 45- 
54 menit dengan waktu bongkar 15 menit. 
Model pengangkutan armroll truck saat ini 
yaitu menggunakan sistem HCS (Hauled 
Container System) cara I yaitu dengan 
mengambil kontainer berisi sampah 
selanjutnya dibuang ke TPA setelah itu 
kontainer kosong dibawa kembali ke TPS 
semula, dan seterusnya. 
Sub sistem yang kedua adalah sub sistem 
kelembagaan. Sesuai dengan pelayanan 
tingkat daerah bentuk institusi untuk Kota 
Kecil, maka bentuk lembaga pengelola 
sampah adalah Dinas/Sub dinas, UPTD/PU, 
Seksi/PU (Depkimpraswil, 2003), sehingga 
dalam perencanaan membentuk UPTD (Unit 
Pelaksana Teknis Daerah) di setiap 
Kecamatan dengan fungsi perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian dibawah 
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 
Kabupaten Kudus. 
Sub sistem ketiga adalah pembiayaan. 
Pembiayaan persampahan Kabupaten 
Kudus didapatkan dari hasil retribusi baik 
fasilitas non domestik maupun domestik, 
dan bantuan dana dari APBD.  
Sub sistem keempat adalah 
hukum/peraturan. Hukum sangat diperlukan 
dalam menangani masalah pengelolaan 
persampahan. Dalam perencanaan ini dasar 
peraturan yang di gunakan mengacu pada 
UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah. Dikarenakan Perda 
tentang sampah di Kabupaten Kudus belum 
ada.  
Sub sistem yang terakhir adalah peran serta 
masyarakat. Peran masyarakat Kecamatan 
Bae dalam pengelolaan sampah adalah 
dengan melakukan kerja bakti untuk 
menjaga kebersihan. Frekuensi 
pelaksanaan kerja bakti antara 1-2 kali per 
bulan. Selain itu masyrakat juga berperan 
dalam menangani sampah seperti 
membuang sampah yang masih bisa diolah 
kembali di bank sampah, sehingga sampah 
diolah dan dijual kembali. 
c. Rencana Pengembangan  
Dalam perencanaan pengembangan sistem 
pengelolaan sampah, ditentukan target 
pelayanan pada akhir tahun perencanaan. 
Penentuan target tingkat pelayanan 
persampahan dilakukan dengan 
memproyeksikan tingkat pelayanan pada 
kondisi eksisting didasarkan pada laju 
kenaikan pendapatan Dinas Cipta Karya dan 
Tata Ruang yang berasal dari retribusi dan 
APBD, yaitu sebesar 6%. Dari hasil 
perhitungan, didapatkan dengan tingkat  
layanan eksisting Kecamatan Baesebesar 
26%, maka target pelayanan pada akhir 
tahun perencanaan (2034) adalah sebesar 
39%. Dalam sub sitem teknik operasional 
direncanakan untuk menggantikan sistem 
pengelolaan sampah yang konvensional, 
menjadi sistem yang sesuai dengan UU 
Nomor 18 Tahun 2008 yang meliputi 
pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, 
pengolahan, pemindahan, dan 
pengangkutan. 
Sub Sistem Teknik Operasional 
Rencana pengembangan pewadahan di 
Kecamatan Bae, diharapkan di tingkat 
sumber sampah dapat diterapkan upaya 
minimasi, seperti menghemat penggunaan 
bahan, membatasi konsumsi sesuai 
kebutuhan, dan memilih bahan yang 
mengandung sedikit sampah. Di pewadahan 
ini, direncanakan dilakukan pemilahan 
sampah bedasarkan jenis sampahnya, yaitu 
sampah organik dan sampah anorganik. 
Pengadaan pewadahan sampah di 
Kecamatan Bae terdiri dari 2 jenis, yaitu 
wadah jalan dan wadah untuk fasilitas 
domestik dan non domestik. 
Rencana wadah yang digunakan di jalan 
adalah menggunakan tong bertutup dengan 
penyangga. Penggunaan tong 110 liter 
dengan mulut yang lebar dapat 
memudahkan penyapu jalan dalam 
membuang sampah hasil sapuan jalan. 
Pewadahan jalan ini juga 
mempertimbangkan penerapan 3R, 
sehingga wadah sampah terdiri dari 2 jenis, 
yaitu wadah sampah organik dan wadah 
sampah anorganik. Sama halnya dengan 
wadah jalan, wadah sampah domestik dan 
non domestik juga diharuskan terdiri dari 2 
jenis, yaitu untuk sampah organik dan 
anorganik. Wadah yang digunakan di 
permukiman maupun di fasilitas non 
domestik direncanakan memiliki volume 40 
liter dengan frekuensi pengosongan 
maksimal  setiap 2 hari sekali. Wadah yang 
digunakan di permukiman direkomendasikan 
menggunakan bahan dari plastik atau bahan 
lain yang memiliki bobot yang ringan 
sehingga memudahkan dalam 
pengosongan. Berdasarkan perhitungan 
jumlah kebutuhan wadah sampah di 
Kecamatan Bae adalah 1.390 set/unit 
wadah 40 liter dan 4 set wadah 110 liter 
pada akhir tahun perencanaan. 
Rencana pengumpulan yang akan 
diterapkan di Kecamatan Bae terdiri dari 2 
jenis alat pengumpul, yaitu becak sampah 
dan motor roda tiga. Becak  sampah 
direncanakan melayani sampah domestik 
yang daerahnya datar, sedangkan motor 
roda tiga melayani sampah non domestik 
dan domestik yang daerahnya naik turun.  
Jumlah kebutuhan sarana pengumpulan 
sampah pada akhir tahun perencanaan 
adalah sebanyak 59 unit becak sampah dan 
28 unit motor roda tiga, dimana becak 
sampah dan motor roda tiga ini 
direncanakan memiliki sekat untuk 
menjamin sampah masih terpisah. 
Penyapuan jalan direncanakan 
menggunakan tenaga manusia. Menurut 
Depkimpraswil, 2003, kriteria tenaga 
penyapuan jalan adalah 1 petugas untuk 
setiap 1 km panjang sapuan. Sampah dari 
penyapuan jalan dimasukkan ke dalam 
wadah yang ada di tepi jalan. Sampah ini 
kemudian diangkut dengan menggunakan 
motor roda 3 kemudian diangkut ke TPS 
terlebih dahulu., petuas penyapu yang 
dibutuhkan adalah sebanyak 2 petugas. 
Sistem pemindahan yang dilakukan saat ini 
menggunakan kontainer berkapasitas 6 m3.  
Kecamatan Bae saat ini memiliki 16 titik. 
TPS yang ada di Kecamatan Bae hanya 1 
yang akan dikembangkan menjadi TPST 
yaitu TPS Dersalam.  Direncanakan pada 
tahap lima tahun kedua dilakukan 
pengembangan TPS Dersalam menjadi 
TPST. Pada akhir tahun perencanaan 
kebutuhan TPS bertambah 2, yaitu di Desa 
Gondangmanis dan Karangbener. 
Pengolahan yang akan diterapkan di 
Kecamatan Bae yaitu pengolahan skala 
sumber dilakukan dengan menggunakan 
komposter yang direncanakan untuk 
diterapkan di setiap Desa. Jumlah 
kebutuhan sarana pemindahan pada akhir 
tahun perencanaan adalah 17 unit kontainer, 
5 unit TPS, dan 1 unit TPS 3R. 
Pengangkutan sampah bertujuan untuk 
mengangkut sampah dari TPS ke TPA. 
Pengangkutan sampah di Kecamatan Bae 
direncanakan dengan menggunakan armroll 
truck berkapasitas 6 m3., dimana jumlah 
kontainer ini sesuai dengan jumlah armroll 
truck. Pengangkutan sampah non domestik 
dan niaga khusus direncanakan 
menggunakan dump truck kapasitas 8 m3. 
Jumlah kebutuhan saran pengangkutan 
pada akhir tahun perencanaan adalah 4 unit 
dump truck, 6 unit armroll truck. 
Sub Sistem Kelembagaan 
Berdasarkan Permen PU 21/PRT/M/2006, 
fungsi regulator dan operator pengelola 
sampah harus dipisahkan. Oleh karena itu, 
direncanakan untuk pembentukan Dinas 
Kebersihan Kabupaten Kudus sebagai 
penentu kebijakan pengelolaan sampah 
(regulator) dan UPTD Kebersihan 
berdasarkan Depkilmpraswil, 2003. 
Sub Sistem Pembiayaan 
Dalam hal pembiayaan, direncanakan agar 
masyarakat berperan sebagai sumber biaya 
pengelolaan utama. Hal ini disesuaikan 
dengan kriteria Darmasetiawan,2004 
dimana perbandingan antara retribusi dan 
APBD. Selain itu, pembiayaan yang 
dibebankan kepada masyarakat juga 
berdasarkan laju kenaikan pembayaran 
retribusi. Kebutuhan biaya pengelolaan pada 
akhir tahun perencanaan adalah sebesar 
5.716.261.912,06 dengan penerapan tanpa 
3R dan dengan penerapan 3R adalah 
sebesar Rp 4.551.116.567,84. 
 
Gambar 2. Perbandingan Biaya Pengelolaan 
Tanpa dan Dengan Penerapan 3R. 
Sub Sistem Hukum/Peraturan 
Peraturan yang digunakan dalam dasar 
pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus 
adalah Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Sampah. Perda tentang sampah di 
Kabupaten Kudus saat ini belum ada oleh 
karena itu di tahun transisi merencanakan 
perda tentang sampah yang mengacu pada 
UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah. 
Sub Sistem Peran Serta Masyarakat 
Beberapa rencana peningkatan peran serta 
masyarakat dalam hal pengelolaan sampah 
meliputi program penyuluhan tentang 
pengelolaan sampah, internalisasi 
penanganan sampah ke kurikulum sekolah, 
uji coba kegiatan 3R, mengadakan pelatihan 
penanganan sampah, dan pemberian 
intensif kepada masyarakat yang besedia 
memilah dan mengolah sampahnya. 
KESIMPULAN 
1. Kondisi eksisting pengelolaan 
sampah Kecamatan Bae dinilai masih 
kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan 
tingkat pelayanan yang masih rendah, yaitu 
sebesar 27% sedang menurut MDGs tingkat 
pelayanan sebesar 70%. 
2. Rencana pengembangan sistem 
pengelolaan persampahan Kecamatan Bae 
meliputi lima sub sistem, yaitu  sub sistem 
teknik operasional, kelembagaan, 
pembiayaan, peraturan, dan peran serta 
masyarakat. Dalam rencana pengembangan 
ini direncanakan untuk menggantikan sistem 
konvensional pengelolaan sampah dengan 
sistem yang sesuai dengan UU Nomor 18 
Tahun 2008 yang mengikut sertakan 
pemilahan dan pengolahan dalam 
pengelolaan sampah. 
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